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ABSTRAK
AKIBAT HUKUM PENCABUTAN SURAT KUASA SECARA SEPIHAK   OLEH   KLIEN  DALAM   PERSPEKTIF PERJANJIAN TIMBAL 
BALIK DALAM PEMBERIAN KUASA PENYELESAIAN PERKARAPERDATA DI PENGADILAN

Syarah Aisya
(235114071)
					                    
Lembaga perwakilan banyak digunakan dalam praktek karena dapat memudahkan perjalanan menempuh arus lalu lintas hukum. Perwakilan ini menimbulkan pemberian perintah dan orang yang telah diberikan kuasa dapat melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dapat dikatakan bahwa ia mewakili pemberi kuasa bertindak dalam hukum. Artinya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah atas tanggungan pemberi kuasaa dan segala hak hak dan kewajibannya yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum perjanjian pemberian kuasa penyelesaian perkara perdata di pengadilan, bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemberian kuasa penyelesaian perkara perdata di pengadilan, bagaimana akibat hukum pencabutan surat kuasa secara sepihak dalam perjanjian pemberian kuasa penyelesaian perkara perdata di pengadilan dalam perspektif perjanjian timbal balik. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konsep. Teknik bahan hukum dengan bahan hukum dengan studi perpustakaan. Pengaturan hukum perjanjian pemberian kuasa penyelesaian perkara perdata di pengadilan diatur dalam Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdata bahwa pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan dan harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata bahwa supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatanya jika memang menghendaki apa yang disepakati.  Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemberian kuasa penyelesaian perkara perdata di pengadilan  adalah pihak melakukan wanprestasi, maka harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut, karenanya, pihak yang wanprestasi harus mengganti rugi kepada pihak lainnya sehingga penting untuk meninjau dengan hati-hati persyaratan sebuah perjanjian pembeerian kuasa sebelum menandatanganinya untuk memastikan bahwa pihak-pihak memahami tanggung jawabnya masing-masing. Hasil penelitian yaitu Akibat hukum pencabutan surat kuasa secara sepihak dalam perjanjian pemberian kuasa penyelesaian perkara perdata di pengadilan dalam perspektif perjanjian timbal balik dapat dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum.  Pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.. 
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ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF UNILATERAL REVOCATION OF . POWER OF
ATTORNEY BY A CLIENT IN THE PERSPECTIVE OF A RECIPROCAL
AGREEMENT IN THE DELEGA TION OF CIVIL CASE RESOLUTION
AUTHORITY IN COURT

SYARAH AISYA
(235114071)

Representative  institutions are frequently used in practice because they facilitate
navigating legal processes. This representation involves granting instructions where the
authorized individual can perform legal acts on behalf of the grantor, effectively
representing them in legal matters. This means that the actions taken are the responsibility
o the grantor, and all rights and obligations resulting from these actions become the rights
and obligations of the grantor. The research questions in his study are: how is the legal
regulation of the delegation of civil case resolution authority in court? What are the legal
responsibilities if one party breaches the agreement in the delegation of civil case
resolution authority? And what are the legal consequences of the unilateral revocation of .
the power of attorney in such agreements from the perspective of a reciprocal agreement?
The research used a legislative and conceptual approach, employing legal materials
through a library study. The legal regulation for the delegation of civil case resolution
authority is found in Article 1793(1) of the Civil Code (KUHPerdata), which stipulates that
the delegation of authority, besides being based on mutual agreement, can be documented

breach, the party in breach must compensate the ather party for any damages caused by
the breach. The research concludes tha the unilateral revovaigy of the power of attomey
by the clic be considered a violation of the agreement, potentially resulting in legal
ilure to fufllthe agreed-upon rights and obligations,

sequences, Revocation, Power of Attorney
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